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ABSTRAK

Permbangunan Nasional pada dasamya adalah pelaksanaan dan perwujudan cita-
cita masyarakat secara terencana kearah perubahan dan keadaan yang lebih baik. Kalan
schuah lema pembangunan kita lihat sebagai suatu sistem, maka di dalamnya ditemu
pembanpunan ckonomi, hukum, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Negara Republik
Indonesia yang semenjak kemerdekasnnya telah menyatakan difnya sebagai negara
hukum, seperti tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, juga telah mendudukkan pembangunan hukum sebagai bagian sistem
permbanpunan yang sangat penting. Fiswm et repertum merupakan alat bukti yang
mremiliki peranan perting untuk membuat tereng sustu tndak pidans, Untek engetaliul
hal tersebut, maka penulis merumuskan dalam tiga permasalahan, yaitu kendala yang
ditemui penyidik dalam permintaan pembuatan visum ef reperfum di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Kelas [A Padang, peranan visum ef reperium sehagai alat bukti sah di
Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang serta hubungan wvisum et repertfum denpgan
keterangan ahli yang disampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A
Padang. Dalam menjawab permasalahan ity, penulis melakukan penelitian lapangan di
Poltabes Padang dan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Adapun dsta yang penulis
gunakan adalah data sekunder, data primer dan data tertier. Alat pengumpul data yailu
wawancara dan studi dokumentasi. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian
diambil kesimpulan, begitu juga denpan wawancarm. Derdasarkan pencliian terlihat
hahwa Lendala yang ditemi penyidik dalam permintaan pembuatan sisum ef reperium
terletak pada biaya pemeriksaan yang dibebankan kepada kepolisian dan  korban,
keluarga korban yang tidak bersedia dilakukan pemeriksaan scrta tinginya angka
kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Megeri Kelas 1A Padang schingga
tidak semua laporan atau pengaduan yang diterima oleh Poltabes Padang dapal
memproses sccara hukum laporan/ pengaduan terscbut. Peranan visumt ef reperium sangat
peniting bagi hakim dafam menjatuhkan vonis terhadap tersangka, terlebil dengan sistem
pembuktian negatif yang dianut Negars Republik Indonesia. Hubungan visum ef
reperfum dengan keterangan ahli yang disampaikan di persidangan pada dasarnya sama
denpan alat bukt yang lain dimana visum et repertum membantu hakim calam
menambah keyakinannya bahwa tersangka/ terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan
vang didakwakan terhadapnya, Viswm ef reperfum merupakan alat bukti berupa surat
<~dangkan keterangan ahli dalam tindak pidana penganiayaan adalah apa yang scorang
ahii sampaikan dipersidangan.



BAR 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional pada dasarmya adalah pelaksanaan dan perwujudan
cila-cita masyarakal secara terencana kearah perubahan dan keadaan yang lehih baik,
Kalaw sebuah tema pembangunan kita lihat sebagai suatu sistem, maka di dalamnya
ditermui pembangunan ekonomi, bubum, sosial, budaya, politik dan lain-lain. MNepara
Republik Indonesia yang semenjak kemerdckaannya telah menyatakan dirinya
sehagal negara hukum, seperti tertuang di dalam Undang-Undang  Diasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Juga telah mendudukan pembansunan hukym
sehagal bagian sistem pembangunan vang sangal penting,

Pembangunan dibidang hikum oleh negara kita diarabkan kepada penciptaan
keselarasan hidup dalam masyarakat schingga dapal menjamin hak dan kewajiban
perseorangan. Dalam kehidupan schari-har masyarakat saling berhubungan antara
yang satu dengan yang lainnya, sebab seflap orang saling mempunyai berbaga;
kepentingan, seperti kepentingan jiwa-raga, harta benda, kehormatan, dan lain-lain.
Telapi adakalanya kepentinpan masvarakat yang bersamaan it juga bertentangan.
Agar tidak terjadi pertentangan terschut diperlukan peraluran-peraturan dan norma-
norma yang akan mengalur hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing agar
tidak saling berbenturan, Untuk menganiisipasi keadaan ini dibutuhkan suaku

pedoman yang disusun dalam bentuk sturan-sturan vang bersifat tertubis,



Walaupun di tengah masyarakal kita mengenal adanya pedoman yang diatur
dalam bentuk suatu kacdah norma seperli norma aparma, norma kesusilasn dan norma
kesopanan yang dapat menciptakan ketentraman dalam masyarakat namun norma-
norma tersebut temyata belumlah cokup memwat dan mengatur kehidupan
masyarakat yang semakin komplit kepentingannya, Untuk itu dibutubkan suatu aturan
yang tcgas dan memiliki kekuatan untuk mengatur dan menjamin hak-hak dan
kewajiban-kewajiban perorangan yang terhimpun dalam sustu norma atau kacdah
hukum. Norma hukem diartikan sebagai segala peraturan yang hidup di tengah-
tengah masyarakat dan dipaksakan kepada orang-omang untuk menjalankannya oleh
vang berwenang dalam hal ini pemerintah.!

Kenyataan telah memberi petunjuk hahwa tiada bagian dar alam semesta ini
yang berhenti dan terlepas dari bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap norma
hukum. Masalah pelanggaran dan kejahatan pada hakekatnya adalah manusia yang
berupa suatu kenyataan sosial yang scbab musababnya sering tidak dipahami, Seiring
denpan pesatnya perubahan kondisi manusia, kejahatan vang ada dirasakan semakin
lama semakin komplit pula bentuknya. Salah satu dar sekian banyak kejahatan yang
terus berkembang dan meningkat ialah kejahatan penganiavaan yang merepakan
suatu bentuk tindak pidana yanp dilakukan terhadap tubuh, jiwa dan  kesehatan

Frannsia,

' Yulins Waskita, 1987, Kefafaian Dalem Mamvarakor diss Pracepahanmva, Bina Aksara, Jakara,
Hal. &.
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Tindak pidana yakni sumu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan olch
undang-undang, yang apabila dilakukan atau disbaikan maka omng yang melakukan
atau mengabaikan itu diancam dengan pidana. Tindak pidana yang dikaji oleh penulis
dalam penclitian ini adalah tindak pidana penganiayaan,

Di Indonesia, tindak pidana penpaniayaan diatur dari pasal 351 <%d 358 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jumlah tindak pidana penganiayaan vang
tegadh di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dari bulan Januari
2003 s/d bulan Desember 2007 berkizar antara 30 s/d 50 perkara setiap bulannva. Ini
memperlihatkan angka yang tinggi dan membutubkan proses penvelesaian hukum
yang ccpat agar tercipta keadilan dan kepastan hukum.

Unluk membantu membuat terang bahwa telab terjadi suatu tindak pidana
penganiayaan, dibutuhkan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat
dipergunakan di persidangan. Fisum ef reperium adalah keteranpan dokter atas hasil
pemeriksaan terhadap sescorang yang luka atau terganggu keschatannya atau mati,
yang diduga sebagai akibal kejahatan, vang berdasarkan hasil pemerksaan tersebut
dokter akan membuat kesimpulan lentang perbuatan dan akibat dari perbuatannya
itu.* Kesimpulan terschut dianggap logis terhadap tindak pidana vang telah teradi
karena berbubungan dengan kerusakan tubuh, jiwa dan kesehatan manusia, karena ini
sesuai dengan pengertian harafiah visum ef repertum yang berarti apa yang dilibat dan

ditermukan.

: Waluyadi. 2000, limu Kedokieran Kehokiman Dalam Perspekdll Poradilan dan Aspek Hubam Prokeik
Kedokreran), Djambatan, Jakaria, Hal, 32-313,




Pembuatan visum ef repertum olch dokter kehakiman atau oleh dokter lainnya
harus berdasarkan sumpah. Bagi penyidik berguna untuk memperkuat penyidikannya
dan membuat terang suatu perkara bahwa memang telah terfjadi suatu tindak pidana
terbadap tubuh, jiwa dan keschatan manusia. Selain itu, bagi hakim alat buki ini
dapat dijadikan scbagai pedoman dalam memutuskan suatu perkara.

Visum et reperium berperan sebagai pengganti alat bukfl (corpus delicf),
Karcna dalam suatu tindak pidana yang menyangkul pengrusakan tubuh, jiwa dan
kesehatan manusia sewaktu-wakiu luka akibat penganiayan vang dilakukan oleh
seseorang (lemsangka) dapat berubah-ubab, vaitu mungkin sembuh atau membusuk
yang akhimya menyebabkan kematian. Dengan kondisi atau daya taban tubuh
manusia yang tidak sama pada sast pemeriksaan di penpadilan mungkin saja Juka
akibat penpaniayaan tersebut telah sembuoh.

Melihat kecenderunpan bahwa semakin lama kejahatan terhadap tubuh, jiwa
dan kesehatan manusia semakin meningkat dan  berkembang  kualitas  dan
kuantitasnya menuntut peran dan bantuan ilmu kedokteran kehakiman untuk bekerja
lebih maksimal dan penulis merasa terark dan terdorong untuk meneliti masalah
tersebut, dimana hasiinya penulis twangkan dalam bentuk skripsi dengan judul -
“PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS

A PADANG™.
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BAR IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan wrian yang telah disampaikan dalam bab schelumnya dalam
skripsi inl, maka dopat diambil kesimpulan sebagam berikut ©

. Kendala vang ditemui penyidik dalam pembuatan  viswm et reperfum pada
korban tindak pidana penganiayaan berupa anggaran biaya khusus yang tidak
dimiliki kepolisian, sehingga kepolisian harus swadaya dalam mengupayakan
dana bagi kelvarga tidak mampu (korban). Bagi keluaraga korban yang tidak
bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap korban dapat menandatangani surat
pemyataan tentang penolakan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap
korban, Dizamping ity banyaknya jumlah kasus tindak pidana penpamayaan
yang setiap bulannya terdapat kasus yang tegadi di wilayah hukum
Penpadilan Meger Kelas T A Padang menyebabkan penyidik tidak memeriksa
{memproses sceara hukum) kasus penganiayaan yang apabila keluarga korban
tidak bersedia dilakukan pemenksaan,

2. Peranan visum et reperfum schagai alat bukii yang sah di Pengadilan Negen
Kelas LA Padang sangal membanty hakim untuk menambab keyakinannya
dalam menjatuhkan vonis terhadap tersangka. Keberadaan visum et reperium

sama halnya dengan alat bukti vang sah lainnya yakni membuoat terang suatu



peristiwa tindak pidana dan menambah keyakinan hakim bahwa tersangka
bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan .

Hubungan visum ef repertum dengan keterangan ahli yang disampaikan pada
persidangan pada dasarmnya sama dengan alat bukti yang lain. Fisum er
reprerfum merupakan hasil pemeriksaan yang dilakvkan olch dokter yang di
buat secara tertulis sehingga discbut sebapai alat bukti berupa sueat
sedangkan keterangan ahli adalah apa yang scorang ahli sampaikan pada saat
persidangan  berdasarkan  pengetabuannya.  Keleranpan  ahli  tersebut

selanjutnya disebut sebagai pendapat hakim.

B. Saran

Dari  kesimpulan yang telah di kemukakan di atas, penulis  ingin

menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu dalam tulisan ini :

I

Kepada petugas penyidik dalam menyelesaikon perkara pidana hendaknya
memahami keberadaan wisum el repertum schagai alat bukti vang dapat
dipergunakan  dipersidangan, sebab denpan alal bukti  tersebut  dapat
membantu penyidik dalam mengungkap’ membuat terang suato tindak pidana.
Kepada penyidik juga disarankan  agar bersikap  profesional  dalam
menghadapt korban yang diduga akibat sustu tindak pidana untuk segera
melakukan pemeriksaan terhadap korban dan pelaku,

schagmmana kita ketahui bahwa visum ef repertum memiliki peranan yang

penting bagh hakim untuk menambah keyakinannya dalam menjatuhkan vonis
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